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P U T U S A N 

Nomor 4933/Pdt.G/2019/PA.Cbn 

 

    

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  

 

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara 

pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan 

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah 

Tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Bogor, (Rumah 

Ibu Masamah), sebagai Penggugat; 

melawan 

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, 

tempat kediaman di Kampung xxxxx Kabupaten Bogor , 

(Rumah Ibu Badriyah), sebagai Tergugat; 

 

Pengadilan Agama tersebut.  

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara. 

Setelah mendengar keterangan Penggugat  dan saksi-saksi di 

persidangan.                                                                                                                               

 DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar 

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada thari itu juga dengan register 

perkara Nomor 4933/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai 

berikut : 
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya 

dilaksanakan pada tangggal  08 Februari 2013, berdasarkan kutipan akta 

nikah nomor  xxxxx tertanggal  08 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  Dramaga  Kabupaten Bogor;  

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal 

bersama di  Kampung Carang Pulang RT 01 RW 03 Desa Cikarawang 

Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor ;  

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat  dan 

dikaruniai  1 orang anak bernama : Alfatih Febriansyah, Laki-laki, Usia 5 

Tahun; 

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis akan tetapi sejak  September 2018 sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus yang disebabkan: 

a. Tergugat seringkali berkata kata kasar dan melakukan KDRT 

contohnya memukul 

b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin  sejak tahun 2018 

sampai dengan sekarang 

c. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang penggugat 

ketahui dar social media milik  tergugat dan diakui oleh tergugat;  

5. Bahwa pada  September 2018 merupakan puncak permasalahan dalam 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah 

merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan 

Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan 

hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan 

tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;  

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya 

tersebut tidak membuahkan hasil;  

Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. 

Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk 

Disclaimer
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meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik 

kecuali perceraian;  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (  ) terhadap Penggugat (  );  

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;  

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya; 

 

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, 

Penggugat dan Tergugat  dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan 

tersebut Penggugat hadir di depan sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan 

tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan 

ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah. 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat 

agar bersabar dan mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat tetapi tidak 

berhasil, Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai 

dengan Tergugat, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya 

tetap dipertahankan Penggugat.  

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa 

fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah pada KUA) Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor (bukti P). 

 Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang 

saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu: 

1. Saksi, menerangkan : 

- Bahwa saksi sebagai ayah Penggugat. 

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering 

bertengkar sejak sekitar September 2018. 

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat melakukan KDRT dan 

telah berhubungan dengan wanita lain. 
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak September 2018, 

upaya damai keluarga tidak berhasil dan saksi tidak sanggup 

mendamaikan kedua pihak sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai. 

2. Saksi, menerangkan :  

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat. 

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 

September 2018. 

- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah Tergugat melakukan KDRT 

dan telah berhubungan dengan wanita lain. 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak September 2018. 

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan. 

     Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukannya, 

Penggugat membenarkannya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara 

lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon dikabulkan. 

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, 

maka  Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari putusan ini.  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. 

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk 

memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, 

terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di 

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa 

alasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap 

sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim 

memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dengan 

menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. 
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Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian 

yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di 

Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah  

Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan 

Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, 

Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang 

mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak 

yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (persona standi in judicio). 

Menimbang, bahwa  Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar 

mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan 

Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan 

oleh karena ketidakhadiran Tergugat, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan 

sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016. 

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang 

menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan 

alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran 

yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam 

bagian tentang duduk perkara. 

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat 

terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah 

perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban 

pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan 

berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya 

Penggugat mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi. 

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan tentang ikatan perkawinan 

antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, 

dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah 

disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan terhadap isinya 
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tidak diperoleh bantahan dari Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan 

Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian 

yang sempurna dan mengikat.  

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan 

keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim 

menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi 

sebagaimana maksud Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata. 

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga/orang 

terdekat Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi 

tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain 

dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya 

perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, terhadap 

Penggugat dan Tergugat keluarga telah berusaha menasihati dan 

mendamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh ingin 

bercerai. Keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat 

materil sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 

1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua 

saksi memiliki nilai pembuktian.   

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, 

Majelis Hakim  telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:  

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan  dikaruniai satu orang anak. 

2. Bahwa sejak September 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-

menerus antara Penggugat dan Tergugat.   

3. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil merukunkan 

kembali dan sejak September 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah.  

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat 

dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus 

serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis 

hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan 

sebagaimana tertera dalam Al Qur’an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, “Dan 

di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-
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isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir” dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, “Perkawinan 

bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah” sulit untuk diwujudkan lagi. 

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tetap bersikeras untuk 

bercerai menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi bersedia mentolerir 

kekurangan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing sudah tidak 

melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum 

Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, 

setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, 

dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown), 

sehingga sangat sulit dirukunkan kembali.  

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim 

juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 

K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, “Bahwa oleh karena 

percekcokan terus- menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah 

terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan 

perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut‘.  

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, 

maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali 

perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan 

kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan 

kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial.  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat 

telah terbukti kebenarannya dan telah  memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) 
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta beralasan sesuai Pasal 19 huruf 

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan 

dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat  terhadap Penggugat.  

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah 

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh 

biaya yang timbul dalam perkara ini  dibebankan kepada Penggugat. 

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.       

                                            MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan tidak hadir;   

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;   

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat);   

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 506000,- ( lima ratus enam ribu rupiah);   

 

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.  

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim 

Anggota tersebut dan dibantu oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera 

Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

 

 Anggota-Anggota, Ketua Majelis, 

 

 Ttd. Ttd. 
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 Drs. H. Mukhlis M.H. Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. 

 

 Ttd. 

 

 

 Firris Barlian, S.Ag., M.H. 

  Panitera Pengganti, 

 

d. 

  Jaenudin Ramdhan, S.H.I. 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,- 

-  Biaya Proses : Rp 50.000,- 

-  Panggilan : Rp 390.000,- 

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,- 

-  Redaksi : Rp 10.000,- 

-  Meterai : Rp 6.000,- 

J u m l a h : Rp 506.000,- 

(lima ratus enam ribu rupiah); 

 

Catatan: 
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